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PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang a. bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu

dikelola secara tertib administrasi, transparan,

akuntabel, efektif dan eflsien;

b. bahwa untuk mengelola Penerimaan Negara Bukan

Pajak secara tertib, transparan, akuntabel, efektif dan

efisien sebagaimana dimaksud pada huruf a,

diperlukan Standar Operasional Prosedur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional

tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan

Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI

Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4286);

3. Undang-undang. ...



BSN)
BADAN STANDARDISASl NASIONAL

-2-

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahvm

2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 57

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3694)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara

RI Tahun 1998 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 3760);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang

Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran

Negara RI Tahun 1999 Nomor 136 Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 3871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun

2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4020);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4353);

9. Peraturan. ...
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang

Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 46,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4500);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang

Tarif dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi

Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 136

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4781);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang

Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Terutang (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4995);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang

Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan

Penerimaan Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran

Negara RI Tahun 2010 Nomor 42);

13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen;

14. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang

Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor

209/KMK.02/2008 tentang Persetujuan Penggunaan

Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada

Badan Standardisasi Nasional;

16. Peraturan. ...
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16, Peraturan Menteri Keuangan Nomor

231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum

Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

17. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi

dan Tata Keija Badan Standardisasi Nasional

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi

Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN

STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal 1

Standar Operasioned Prosedur Penerimaan Negara Bukan

Pajak Badan Standardisasi Nasional sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sebagai pedoman

yang wajib diacu dalam Pengelolaan Penerimaan Negsira

Bukan Pajak di lingkungan Badan Standardisasi Nasional

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini;

Pasal 2

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan

Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor

98.A/PER/BSN/8/2010 tentang Standar Operasional

Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan

Standardisasi Nasional dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 3.
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Pasai 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juli 2011

KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL.

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN.
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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI

NASIONAL

NOMOR : 7 Tahun 2011

TANGGAL : 11 Juli 2011

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki arti dan peran yang

sangat penting sebagai salah satu sumber bagi pembiayaan

penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan nasional. Oleh

karenanya, diperlukan langkah-langkah yang sebaik-baiknya dalam

menentukan jenis-jenis penerimaan suatu lembaga serta

pengadministrasian dan pengelolaannya secara tertib dan efisien agar

penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PNBP

adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 yang merupakan

penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang tersebut. Salah satu arah

dan tujuan dari Undang-undang tersebut adalah dalam rangka

kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan

pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara

Bukan Pajak serta penyetorannya ke Kas Negara.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga Pemerintah Non

Kementerian (LPNK) dan sebagai bagian dari Pemerintahan Pusat yang

memiliki sumber PNBP, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, wajib melakukan upaya intensifikasi dalam menciptakan



1.'

BSN^
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-7-

sumber dan volume ke Kas Negara, serta dapat menggunakan kembali

sebagian penerimaan tersebut atas persetujuan Menteri Keuangan

Republik Indonesia bagi kepentingan lembaga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisasi Nasional dan Sistem Standardisasi Nasional (SSN), BSN

ditugaskan sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap

pembinaan dan pengembangan standardisasi nasional. Untuk itu, dalam

rangka meningkatkan keberterimaan produk nasional, mendorong

produktivitas, daya guna produksi, dan menjamin mutu produk

barang/jasa agar dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun luar

negeri, maka kegiatan utama BSN adalah melakukan pemantapan SSN

melalui pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI), pengembangan

penilaian kesesuaian dan peningkatan persepsi masyarakat terhadap

standar.

Terkait hal tersebut di atas, hingga saat ini BSN memiliki empat jenis

pelayanan jasa standardisasi yang merupakan sumber PNBP, yaitu Jasa

Pelatihan Standardisasi, Jasa Akreditasi, Jasa Informasi Standardisasi,

dan Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank. Penjelasan singkat dari

keempat jenis pelayanan jasa standardisasi tersebut adalah sebagai

berikut:

A, Jasa Pelatihan Standardisasi

Standardisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai

pihak yang berkepentingan (stakeholdei) dan perlu untuk terus

dikembangkan. Salah satu upaya pengembangan standardisasi adalah

melalui pendidikan standardisasi kepada masyarakat. BSN atau

instansi teknis, baik secara bersamaan atau sendiri menyelenggarakan

kegiatan tersebut melalui penyelenggaraan yang terkoordinasikan

dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di intemasional dengan

maksud agar kegiatannya dapat diakui secara intemasional. Unit

kerja yang terkait dengan jasa pendidikan standardisasi adalah Pusat

Pendidikan dan Kemasyarakatan.


